
Mengmgat 

Merumbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 
struktur orgamsasi Perangkat Daerah di hngkungan 
Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 
ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 
Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
d1111aksud pada po111 a diatas, rnaka per lu 111e11etapkan 
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 
Orgarusasi, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 

1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 
RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3961) 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 
di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 
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PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 
tertanggal 29 .Jum 2021 Penhal Pertimbangan 
Penyederhanan Struktur Orgarusasi Perangkat Daerah 
d1h11gku11gan Pernermtahan Daerah Kabu pate11 / Kota 
Provmsi Maluku Utara 

4264), 
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5587) sebagaimana telah kedua kah drubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Ten tang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 
RI Talu.1.11 2015 Non101- 59), 

4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Orgarusasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187), 

0 Peratluai1 Menten Dala111 Negen Non101- 4G tahun 2008 
tentang Pedoman Orgarnsasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang 
Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Helamhera Selatan, 
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8 Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan 

9 Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, secara ex-officio oleh Sekretans Daerah 

10 Unsur Pengarah Penaggulangan Bencana adalah bagiarr/unsur BPBD 
yang bertugas membenkan masukan kepada kepala BPBD dalam 
penanggulangan bencana 

11 Kepala Pelaksana adalah Kepala yang memimpm unsur Pelaksana 
Ba.da.11 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupatei-i Hah11ahe1a Selalc:ui 

12 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

13 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 

14 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara 
dalam rangka mermmpm Satuan Orgarnsasi Perangkat Daerah 

15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas bei ka.tan dengan pelayanan ftu1gs1onal yang berdasarkan pada 
keahhan dan/ a tau keterampilan tertentu 

16 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrrurustrasi 
pemenntahan dan pembangunan 

17 Unit Pelaksana Tekrns yang selanjutnya dismgkat UPI' adalah Unit 
Pelaksana Tekrus Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
melaksanakan kegiatan tekms operasional tertentu yang secara 
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat 

-1- - TT------"--·- Uc:t.11 1'.C::Cd.lUd.lc:Ul 

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat 

daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 
3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 
4 Wakil Kepa.la. Daerah a.dalah Wakil Bupa.ti Ha.h11a.hei-a. Selatan 
5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemenntahan daerah yang terdm dan Sekretanat 
Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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Pasal 4 
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemenntahan di 

Paragraf 1 
BAD AN 

Bagian Keuga 
Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 
( 1) Susunan Orgamsasr Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdm 

atas 
a Badan, 
b Unsur Pengarah, 
c U nsur Pelaksana, 
d Sekretanat Badan, terdm dan 

l Sub Bag1an U111t1111 dai1 Kepegawaian, dan 
2 Kelompok Jabatan Fungsional 

e Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Kelompok Jabatan 
Fungsional, 

f Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Kelompok Jabatan 
Fungsional, 

g Bidang Rehabihtasi dan Rekonstruksi, dan Kelompok Jabatan 
Fungsional, dan 

h Unit Pelaksana Tekms (UPT) 
(2) Bagai1 Sust111ai1 Orgamsasi Badan Penanggulai1gai1 Bencana Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada larnpiran 
Peraturan Bupati 1n1 

Bagian Kedua 
Susunan Orgamsasi 

Pasal 2 
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

merupakan unsur penunjang Urusan Pemenntahan yang menjadi 
kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati 

(2) Badan dipimpm oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh 
Sekretarsi Daerah 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

'DA 'D TT 
Un» .1..1. 
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bencana daerah 
(2) Unsur Pengarah sebagaaimana dimaksud pada pasal 6, terdm atas 

1 Ketua, dan 
2 Anggota 

(3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 
sebagai benkut 
a Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan, dan 
b Anggota U nsur Pengarah berasal dan 

1} .i....eml.Jdgd/ lllMallt,1 Peinernn.ah Daerali yc:1.k111 D111c:1.::,/Bc:1.uc:1.11 
dan/ atau Instansr terkait lamnya, dan 

Pasal 7 
(1) Dalam penyelenggaraan tugas sebagarmana dimaksud pada Pasal 6, 

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan 

penanggulangan bencana di Daerah, 
2 Pelakasanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

penanggulangan bencana daerah, dan 

Pasal 6 
Unsur Pengarah sebagarmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Badan dan mempunyai tugas membenkan masukan dan saran kepada 
UPn!ll!l R!lrl!ln rl!ll!lrn r!lnalr!l nPnvPlPnaa!lr!l!ln nPn!lnaa11l!lna!ln hPnr!ln!l ··-1-~ ---~-U ----~-- •-zo•- r~••.t ~--··oo~~- r-··-·oo------·cr--•• ·~~------ 

Paragraf 2 
UNSUR PENGARAH 
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Pemenntahan dt bidang penanggulangan bencana, 
4 pengoordmasian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi 

penunjang Urusan Pemenntahan di bidang penanggulangan bencana, 
5 pemantauan , evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan fungsi 

penunjang Urusan Pemenntahan di bidang penanggulangan bencan, 
6 pembmaan ketatausahaan Badan, dan 
7 pelaksanaan tugas lain yang drberikan oleh Bupati sesuai hngkup 

tugas dan fungsmya 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi 
1 perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan Kegiatan fungsi 

penunjang Urusan Pemenntahan di bidang penanggulangan bencana, 
2 pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan 

Pemenntahan di bidang penanggulangan bencana, 

tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah 
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2 Penyusunan rencana, program, kegiatan Unsur Pelaksana selaku 
koordinatoi , ko1nai1do, dan pelaksana dalam penyelenggai aan 
penanggulangan bencana, 

3 Pengoordmasian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan 
fungsi penunjang Urusan Pemenntahan di bidang penanggulangan 
bencana dengan satuan kerja perangkat daerah lamnya di daerah, 
mstansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/ atau 
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana , 

4 Pelaksanaan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, 
peralatan, logistik dan satuan kerja perangkat daerah lamnya, mstansi 
ve1-'-ukal yang ada d1 daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan 
dalam rangka penanganan darurat bencana, 

5 Penyusunan bahan penetapan dan mformasi peta rawan bencana dan 
peta evakuasi, 

6 Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang 
Urusan Pemenntahan di bidang penanggulangan bencana secara 
terkordmasi dan tenntegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah 
lamnya dt daerah, mstansi vertikal yang ada di daerah dengan 
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana 
dan kete11tuai1 pe1att.ffai1 perundang-undangan 

7 Pembmaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana, 
8 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi Unsur Pelaksana, 
9 Pembmaan ketatausahaan Badan, dan 
10 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan/ atau 

ketentuan perundang undangan sesuai dengan lmgkup tugas dan 
fungsmya 

rangka 
konsep 

Pelaksana dalam 
dalam perumusan 

dimaksud pada Pasal 8, Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 
U nsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi 
1 Pengoordmasian unit kerja Unsur 

membantu/fasthtasi Unsur Pengarah 
kebijakan penanggulangan bencana, 

Pasal 9 

Pasal 8 
Unsur Pelaksana sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1) huruf 
c, diprmpm oleh seorang Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas 
membantu Kepala Badan dalam memimpm, mengkoordmasikan dan 
mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan 
sehan-han 

Paragraf 3 
UNSUR PELAKSANA 

2) Masyarakat Profesional yakm dan pakar, profesional dan tokoh 
masyarakat 
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tu.gas 111C111}JU11Ja.1 dan kepada 

Pasal 12 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 
ayat (1) huruf d angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

Pasal 11 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, 
Sekretanat menyelenggarakan fungsi 
1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggan, dan pelayanan adrrumstrasr dt hngkungan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasr dan tata laksana di 
lmgkungan Badan Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
pelaksanaan advokasi hukum di hngkungan Badan Badan 
Pe11a.i1ggulanga.i1 Bencana Dae1al1, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 
(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
barang/jasa di hngkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 
Laporan Keuangan Badan, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, 

9 Pelaksa.i1aa11 monrtonng, evaluasi da.i1 pelapoi an sesuai dengan hngkup 
tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 
11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsmya 

Pasal 10 
Sekretanat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf d, 
dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala 
Badan dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan 
kebijakan, pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi 
keuangan, hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan 
ketatalaksa.i1aai.1, pe111b111aa.i1 ketatausal1aan, kearsipan, kerumahtanggaan, 
kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan 
admmrstrasi di hngkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

SEKRETARIAT 
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Pasal 15 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan tekrus di bidang 

pencegahan, mrtigasi dan kesiapsragaan pada pra bencana serta 
pemberdayaan masyarakat, 

2 Pengoordmasian dan pelaksanaan tugas dukungan tekrus kegiatan di 
bidang pencegahan, rmtigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta 
pemberdayaan masyarakat, 

Pasal 14 
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1) huruf e, diprmpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan 
peny usu11an kebnakan daeiah, perumusan keb1Jakan tekms, 
pengoordmasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasihtasi, 
pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan 

Paragraf 5 
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 

9 

7 
8 

6 

Pe11y1apan bahan mutasr pegawai badan, 
Penyiapan kesejahteraan pegawai badan, 
Penyiapan bahan pembmaan pegawai badan, 
Penyelenggaraan kerumahtanggaan badan, 
Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 
perpustakaan badan, 
Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan badan, 

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgameasi, 
ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada badan, 

11 Pelaksanaan pelayanan admnustras. perkantoran, 
12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 
13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

umum dan kepegawaian, dan 
14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

5 

Pasal 13 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 
2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms terkart adrmmstrasi 

umum dan kepegawaian, 
3 Pengelolaan data kepegawaian badan, 

menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 
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Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan tekms di bidang 

Kedaruratan dan Logistik, 
2 Pengoordmasian dan pelaksanaan tugas dukungan tekrns kegiatan di 

bidang Kedaruratan dan Logistik, 
3 Pengoordmasian danpelaksnaan penanggulangan bencana pada saat 

terjadi bencana, 
4 Menyelenggarakan hubungan kerja dt bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap dar u1at, penanganan pengungsi dan duku11gai1 

logistik, 

Pasal 17 

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf f, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan tekrns, 
pengoordmasian dan pelaksanaan kebijakan, pernbmaan, fasihtasi, 
pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang Kedaruratan dan Logistik 

n .... __ , 1 r 
r ct~c1.1 .1 v 

Paragraf 6 
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK 

____ , __ _) , __ ..,__ 

J)ClllUClUd.Jd.d.11 Uld.l:>Jd.l cl.l\.d.L, 

12 Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup 
tugasnya, dan 

13 Pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

'*7 n-1-1--..-. --- - -- --- - - ---- ---L- ------ ... 1-- ------ / r Clcl.l\.::>cUld.cUl J)CllJ U~UllcUl J)Cl.d. l d.WcUl UClll.,cUld., 

8 Pelaksanaan pengembangan dan penmgkatan sumber daya manusia 
dalam penanganan bencana, 

9 Penyelenggaraan sosiahsasi, bimbmgan tekms, pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana, 

10 Pelaksanaan pengembangan dan pernngkatan kapasitas masyarakat/ 
orgarnsasi ped uh bencana, 

11 Pelaksnaan pembrnaan tekms pelaksanaan kegiatan di bidang 
pencegahan, rmtigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta 

bencana, 
4 Pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi 

penanggulangan bencana daerah, 
5 Pelaksanaan pencegahan dim dan pengurangan nsiko terhadap 

ancaman bencana pada wilayah potensi rawan bencana mehputi kajian 
risiko bencana dan rekoniijensi; 

6 Penyelenggaran pengumpulan, pengolahan anahsis data dan mformasi 
potensi ancaman bencana, 
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evaluasi kegiatan pembenan bantuan perbaikan rumah masyarakat, 

-- -1 ·-- 1 ,.__ - --- --· 11-- - --- -1 1 __ 1 , __ -- ·-- .l- - L . .] _ 
CVcUUd..::)l 1'..C5ld.l.cUl }.JC.l.llUlllld.ll ;:,u;:,1cU p.::,l.l\..UlU!:,l.::,, Cl\.UllUHU, UcUl uuua.ya., 

5 Penyusunan program, pengoordmasian, pembmaan, pengendahan dan 
evaluasi kegiatan pemuhahan pelayanan kesehatan, 

6 Penyusunan program, pengoordmasian, pembmaan, pengendahan dan 
evaluasi kegiatan pemuhhan fungsi pemenntah dan pelayanan pubhk, 

7 Penyusunan program, pengoordmasian, pembmaan, pengendahan dan 
evaluasi kegiatan pemuhhan keamanan dan ketertiban, 

8 Penyusunan program, pengoordmasian, pembmaan, pengendahan dan 
evaluasr kegiatan, 

~-1-~- -- ---- _, -- __ 1_ ...... L - - - __ , __ ... - -----... ...l ---1-- ...l --- -1- T'\ ... --1 1 0 
LlcUcU.l.l .l.llCllJC1Cll5!:,cU CU\..cUl t.Ugct..::, .::,cuct.gct.t.u.tcUld. U.l.llld..l\...::)UU pctuct r d..:tcU l. o, 

Bidang Rehabihtasi dan Rekonstruksr menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan tekrus di bidang 

rehabihtasi dan rekonstruksi, 
2 Pengoordmasian dan pelaksanaan tugas dukungan tekrus kegiatan di 

bidang rehabihtasi dan rekonstruksi, 
3 Penyelenggaraan perbaikan lmgkungan daerah bencana, perbaikan 

sarana dan prasarana umum, 
4 Penyusunan program, pengoordmasian, pembmaan, pengendahan dan 

Pasal 19 

Bidang Rehabihtasi dan rekonstruksi sebagarmana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf g, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan tekrus, 
pengoordmasian dan pelaksanaan kebijakan, pembmaan, fasihtasi, 
pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang Rehabihtasi dan rekonstruksi 

T""I_ -- 1 1 0 
rct..::,ct..1 1.0 

Paragraf 7 
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

1 __ _]_ ---L---1-.-1---L1_ 
1'..CUcU Ul d.l.cUl UcU.l 1u51.:tu.l\.., 

11 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 
lmgkup tugasnya, dan 

12 Pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

c n-1-1------- --- 1--· -- ._ __ 1..._...J__ 1-1---· 1------1--- ..l-- 1---··--- '-' .1 c.1a.:n...::ta..ua.a.1.1 pc.1.15n..a.J1a.t.1 t.~.1.1.1a.ua.p .1vn..a.;::,.1, n..c;1 u.::,a.:n..a.11 ua.1.1 n..c;1 u51a.11 

terjadmya bencana, 
6 Pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana dan penetapan 

standar tekrus penanggulangan bencana, 
7 Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana, 
8 Pelaksanaan pembenan bantuan kebutuhan dasar, logistik dan 

peralatan bagi masyarakat korban bencana, 
9 Penyelenggaraan perlmdungan kelompok rentan bencana, 
10 Penyelenggaraan pembmaan tekms pelaksanaan kegiatan dibidang 
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Ila, 
(2) Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau 

Eselon Ilb, 
(3) Sekretaris merupakan Jabatan Admmistrator atau Eselon Illa, 
(4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adrmrustrator atau Eselon Illb, 
(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

Pasal 21 

Bagian Kesatu 
Eselomsasi 

BAB IV 
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

T""'I ---.A.. L--·-- .... ...:I - u u pct.u LCl .::,cuuu 1 

Pasal 20 
(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/ atau kegiatan tekrus 
penunjang tertentu sesuar dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpm oleh kepala UPT 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

(3) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Tekrns diatur dengan Peraturan 

BAB III 

.. ,., T""'I- --- ------ - ------- --- _.. - -- ,._ ----- -- ...]_1 -- -- ..l--- 
J.0 r cuyu.::,uc:U.1 p1vg1cu1.1, ]JCHguu1uu1ct.::,1cu1, pc1uu111ctcu1, pcugcuucu1ct.u ucu1 

evaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan orgamsasi 
kemasyarakatan, durna usaha dan masyarakat, 

14 Penyelenggraraan pembmaan tekrus pelaksanaan kegiatan di bidang 
rehabihtasi dan rekonstruksi, 

15 Pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

1n n---···-··-- ------ -------..:I·---·-- ---1-..·---- ------..:1-1.-- ..:l-- .1. v .1 \:-1.l.Y u.:,ucu.1 p.1 v51 a.u1, pcu5vv1 un1a..:,1a.1.1, p~1uuu1a.a.11, pcu5\'..,.1.1ua.11a.1.1 ua.1.1 

evaluasi kegiatan pembangunan kembah sarana dan prasarana sosial 
masyarakat dan keagamaan, 

11 Penyusuan program, pengoordmasian, pembmaan, pengendahan dan 
evaluasi kegiatan pembangkitan kembah kehidupan ekonorm sosial dan 
budaya masyarakat, 

12 Penyusuan program, pengoordmasian, pembmaan, pengendahan dan 
evaluasi kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan 
bencana, 
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perangkat daerah yang membidangi, 
(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 

sebagaimana drmaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasi 

-1 ---'--· _1 _1_1 .... ..L (II\ , , - .... 1 .... 1--.------ J.. ------- --·-- - 

u1111a.n...-:,uu ua.1a..u1 a.ya.L l•J 1uc1a.pv1n..a..11 pc1a.l\..-:>a.11a.a.11 LUl:,a..-:>uya. .-:,c;1..,a..1a. 

berjenjang kepada kepala Badan 
(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Badan 

(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 
a Ketua Tim, dan 
b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 

--- _,., __ ··--'··- - __ , ---- J:' _ .... --· , ..L- , __ ..L , __ -··- --- , __ - _ _] - -- _,_ - 
l.UC.UlUCJ. J..l:\.a..IJ. pc1a.y a.ua.lJ. 1u115.-:,1vua.1 "LCl n..a.J."L l.UC.l:\.d.lU.-:>lUC .l:\.VVJ. u.u1a..-:,1 ua.11 

pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 
pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdrvidu dan/atau 
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 
orgamsasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdrvidu sebagaimana 

/1\ r, 1.-._._ .--, , \.. , __ .] . .] ., .]. ,_ ,_ .] 1.-.------------· --- ·--- _,_ 
\i.J .lt,Ja.Ua.L , u.n0.-:,:n . .n.1a., vt,,n.1..,uu.uu.n.a..11 u1 ua.wa.,1 ua.u. u1..,1La.11.55u1.,5 Ja.wa.u 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 
administrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 

Pasal 23 

Bagian Kesatu 
Kelompok Jabatan Fungsional 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Pasal 22 
Kepala Sadan, Kepala Pelaksana, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembma 
Kepegawaian / Bu pati 

Pengangkatan dan Pemberhentian 
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Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan pnnsip koordinasi, 
mtegrasi, dan smkromsasi bark di hngkungan masmg-masmg maupun 
antar satuan orgamsasi di hngkungan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah serta dengan mstansi lain di luar lmgkungan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas masmg-masmg 

n_ ---1 f"'\L 
ra.;:,a.i .a-;» 

BAB VI 
TATAKERJA 

I 'l \ T - 1_ - L - -- T"'\-. 1 - 1 _ -- - - - _J - L - L - - 1 _ - .. -. - 1 - 1... T"'I - - - 1-. - L n _ -- - 1- - - TT - _ -. - - __ _ - - / t-->J ua.ua.ta.U 1 'Cla.l\.-::,a.11a. Ull.Cl.Q.}Jl\.c:lll Vl'C.11 TCJc:lUd.l. I 'CHlUllld. n..cpc5a.wa.J.cUJ./ 

Bupab 
(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan di lmgkungan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati 
tersendm 

pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Admmistrator atau Eselon III 

b Unit KeIJa yang tidak mermhki Jabatan Adrmmstrator, jabatan 
pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 
dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

Pasal 24 
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 

Bagian Kedua 
Jabatan Pelaksana 

- - -1 - - _ -. L ( ("\ \ _J -. L 1-. - -- ..J -. -.. - -1 - - -- 1 - -. L - - L - - - -- - -- - L - -. - - - - -1 - - - pa.ua. a.yell. 'L, 1 U.10.l.Ul VCl ua.-::,cU l\.a.H l\.Cl.'Cll l.Ua..ll }J'Cl a.tUl a.u }J'Cl uuua.115- 

undangan yang berlaku 

pencapaian tujuan orgamsasi, 
( 10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

melaksanakan mekarusme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibertkan mlai Angka Kredit 25o/o 
dan Angka Kredit Kumulatif 

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12) Togas, jems dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

... ,_,... _ ... _. ..l.1 •• -- • - ... • _ ... ,_ _ .._ ,, _ 
l.C.l.::n .... uut. O.t.a.U U.llUQ..l U.l.l.ll. V.l5a..l.l.li:JO..:J.l, U.l.lt.U.n. .l.l.lC,.l.lf:,V,Pl..l.l.l.lO..l.n.a..l.l 
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Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

Pasal 30 
Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh] Orgamsasi 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 29 
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki 
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 
Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 1n1 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat adrmrnstrator dan pejabat 
pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan 

Pasal 27 
Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di hngkungan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung 
jawab kepada atasannya masmg-masmg dan menyampaikan laporan tepat 
pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

( 1) Setiap pimpman satuan orgarusasi bertanggung jawab memimpm dan 
mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 
ditetapkan, dan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dnkuti dan drpatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

n---1 r,,:: 
.l a..:,c:u. ~v 
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Salman Sesuai dengan ashnya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

Diundangkan di Labuha 
pada tanggal 16 pebizma:..~i 2023 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 16 Febniari 2023 

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

rasal 31 
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